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MOTTO:

“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)*

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan
bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan

yang teguh”

(Andrew Jackson)?

! http://www.katakata.co.id/12/motto-hidup.html ?m=1 Diakses tanggal 7 Maret 2017 jam
13.47 WIB.
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RINGKASAN

Daam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak selalu seperti yang
dibayangkan. Meskipun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga
yang bahagia, namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi
dalam kenyataannya pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa ada masalah
perselisihan ataupun pertengkaran, oleh sebab itu menjadikan suami pergi
tanpa adanya alasan dan kabar beritanya. Salah satu wujud berakhirnya suatu
ikatan perkawinan adalah ditandai dengan dikabulkannya gugatan perceraian
yang diminta salah satu pihak oleh pengadilan, namun tidak serta merta
dikabulkan oleh hakim sebelum mendengar alasan yang dapat dibenarkan oleh
hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan diperkuat dengan fakta-
fakta yang terjadi. Salah satu alasan yang bisa diterima adalah bahwa salah satu
pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa aasan yang jelas.
Meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut merupakan
suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena akan
menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Karena itu penulis ingin
mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul
“Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi
Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”. Permasalahan
dalam skripsi ini adalah apa akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir
Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari tergugat dan apa
pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang
diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam Putusan
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam. Tujuan
penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesailkan studi IImu Hukum dan mencapa gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai sarana untuk menerapkan [Imu
Hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran
yang berguna khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
dan bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian meliputi tipe penelitian
yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan melipuiti
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa
bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dari skrips ini membahas yang pertama mengenai
tentang perkawinan, pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan yang
mana pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan
maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua
yakni mengenai gugatan, pengertian gugatan, dan macam-macam gugatan yang
dikutip oleh penulis dari dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-
undangan yang ada di Indonesia, serta yang berada dalam Al-Qur’an dan Al-
Hadits. Kemudian yang ketiga mengenal perceraian, pengertian perceraian,
macam-macam perceraian dan alasan yang dikutip oleh penulis dari beberapa
sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian
yang keempat mengenal putusan, pengertian putusan dan macam-macam
putusan.

Xiil
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Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni akibat
hukum  putusan  Pengadilan Agama  Pasr Pengaraian Nomor
244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari Tergugat pada perkara perceraian
diatas. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai dasar pertimbangan hukum
Hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam  putusan  Nomor
244/Pdt.G/2015/PA .Ppg telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku
di Indonesia.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, akibat
hukum dari putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor
244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari Tergugat adalah setelah putusan
perceraian ini diputus oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap, Penggugat
sebagai istri dari Tergugat dapat menikah kembali dengan orang yang menurut
Undang-Undang Perkawinan halal menikahinya tanpa adanya kewagjiban
menunggu masa iddah, karena dalam perkawinan sebelumnya diantara Penggugat
dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami
istri. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang
diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam putusan
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kesesuaian
tersebut dapat dilihat pada dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam
mengajukan gugatan perceraian putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg
berlandaskan pada kepergian suami yang meninggalkan istri tanpa alasan selama
kurang lebih tiga tahun lamanya dimana hal ini sesua dengan pertimbangan
Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 116 huruf (b) Kompilass Hukum
Islam (KHI). Alat bukti yang digjukan oleh Penggugat yakni berupa alat bukti
surat dan saksi telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, diantaranya
adalah Syahadah (persaksian) dan surat-surat resmi yang mempunyai kekuatan
tetap. Berdasarkan hal tersebut bagi seorang istri yang telah berceral dari
suaminya, sudah seharusnya tidak menyerah dalam memperjuangkan apa yang
telah sah menjadi haknya, demi menjaga keberlangsungan hidup dengan layak
dan baik. Hak-hak terhadap wanita setelah perceraian telah ada dan dijamin baik
daam Al-Qur’an maupun peraturan perundang-undangan, sehingga telah
memiliki legalitas untuk diperjuangkan. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melengkapi dan menyempurnakan tentang
bab perlindungan terhadap wanita setelah terjadinya perceraian sebab jika melihat
kepada aturan baik pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta dilapangan tentang seringnya
pihak mantan suami melalaikan kewgjiban untuk menafkahi mantan istri,
menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi wanita setelah
perceraian masih sebatas pada bentuk dari hak yang didapat namun belum
mempunyai unsur ketegasan dalam artian belum adanya sanksi tegas.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keinginan untuk mendapat pasangan hidup adalah sifat alami manusia
karena ia akan menjadi belahan jiwa yang bisa dijadikan sandaran dalam
mendapatkan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu
dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya.
Penergpan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan
dalam rangka mengatur hak, kewgjiban, dan tanggung jawab masing-masing
anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sgjahtera.
Perkawinan (pernikahan) adalah suatu akad yaitu akad yang menghalakan
pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatas hak dan kewajiban serta tolong
menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan
muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara
mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon
suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.®

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagal dasar
kehidupan masyarakat dan negara, guna mewujudkan kesgahteraan dan
kebahagian masyarakat maka perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai
titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu
Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah
negara Kesatuan Republik Indonesia* Indonesia sebagai negara hukum telah
mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1 975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang Penyebarluasan Kompilas Hukum Islam (KHI) serta peraturan-

peraturan lainnya mengenai perkawinan.

% Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Jaya, 1991), HIm. 2.
* Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2008), HIm. 6.
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Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Terkait demikian, maka
sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai
dalam perkawinan itu. Keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu
yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda,
untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang
bahagia. Tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam
masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.®> Pada saat
mengarungi bahtera rumah tangga banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi oleh
pasangan suami istri dan ketika kondisi rumah tangga mengalami perselisihan,
pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka
perceraianlah yang kerap menjadi solusinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definis mengenai perceraian secara
khusus namun didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan
serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan
apabila sesual dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Pada perkara perceraian, Indonesia memiliki dua lembaga peradilan yang
dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama. Bagi warga negara Indonesia yang beragama non islam dapat
mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri sedangkan warga negara
Indonesia yang beragama Islam dapat menggjukan gugatan cera kepada
Pengadilan Agama dalam hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Saat menyelesaikan perkara perceraian
ini hakim memiliki peran yang sangat penting karena hakim memiliki tugas
seperti yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa tugas hakim
dalam peradilan adalah membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan
rintangan untuk dapat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk

® |bid, HIm.8.
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memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang digukan kepadanya
dengan dalih bahwa hukumnyatidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Salah satu wujud berakhirnya suatu ikatan perkawinan adalah ditandai
dengan dilakukannya gugatan perceraian yang diminta salah satu pihak oleh
pengadilan yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus
perkara. Suatu gugatan cerai yang digjukan tidak akan serta merta dikabulkan oleh
hakim sebelum mendengar alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dalam hal
artian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diperkuat dengan fakta-
fakta yang ada. Hal menarik disini adalah mengenai alasan yang dikemukakan
oleh penggugat dengan menggunakan salah satu alasan bahwa salah satu pihak
telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan. Penulis menemukan sebab fakta
hukum berupa adanya suatu gugatan cerai yang berada di wilayah Pasir
Pengaraian, yang diperolen  berdasarkan putusan nomor  perkara
244/Pdt.G/2015/PA .Ppg pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang duduk
perkaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Mei 2015 penggugat mengajukan gugat cerai terhadap
suaminya (sebagai tergugat) kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
dengan alasan sebagal berikut : bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat
tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, selama pernikahan antara penggugat
dan tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami
istri (gobla dukhul). Tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun
dan tidak pernah dinafkahi lahir maupun batin, terhitung sejak tangga 5 April
2012 berturut-turut hingga penggugat mengajukan gugatannya. Tergugat pergi
meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Sejak
saat itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, tidak
memberi nafkah serta tidak diketahui keberadaannya. Penggugat telah berusaha
mencari tergugat di dalam maupun diluar wilayah Indonesia, dengan keadian
tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina
dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya

agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma
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agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk
menyel esaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat.

Selanjutnya hal-hal yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Agama
Pasir Pengaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg untuk memperjelas tentang
pemohonan gugat cerai yang telah digukan oleh penggugat sebaga berikut :
bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 5 April 2012 dan belum pernah bercerai, rumah tangga penggugat dengan
tergugat tidak harmonis lagi karena tidak pernah tinggal bersama sebagaimana
layaknya suami isteri sudah lebih tiga tahun lamanya. Tergugat pergi dan tidak
diketahui dimana keberadaanya tanpa izin penggugat dan tanpa aasan yang sah,
penggugat sudah pernah mencari tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas persoaan
tersebut dalam bentuk skrips dengan judul “Perceraian Akibat Suami
Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor
244/Pdt.G/2015/PA.PpQg)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu

permasal ahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor
244/Pdt.G/2015/PA .Ppg terhadap istri dari tergugat ?

2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang
diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan dalam Putusan
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA .Ppg sudah sesuai dengan Hukum Islam ?
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1.3 Tujuan Penelitian
Sebagai suatu karyatulis ilmiah dibuat tentu memiliki tujuan, maka skrips

ini mempunyal dua macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi 1lmu
Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember.

2. Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh
dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan bagi masyarakat pada

umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami rumusan akibat hukum putusan Pengadilan Agama
Nomor 244/Pdt.G/2015/PA .Ppg terhadap istri dari tergugat.

2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan
gugatan perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggal kan istri tanpa
alasan dalam putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg.

1.4 Metode Pendlitian

Saat menyusun skrips selalu terdapat metode penelitian. Metode
penelitian merupakan faktor penting bagi penulisan karya ilmiah. Metodologi
merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau
menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama
untuk mencapal tujuan. Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur,
terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah. Penelitian
hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
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dihadapi.® Terkait hal itu, untuk menciptakan suatu karya ilmiah yang teratur,
terarah dan sistematis untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru
sesuai dengan perkembangan zaman, maka peneliti menggunakan metode

penelitian sebagai berikut :

141 TipePendlitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah tipe
penelitian yuridis normatif (legal researsch) yaitu tipe penelitian yang digunakan
untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif
yang berlaku, tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji
berbagai aturan hukum yang yang bersifat formil seperti undang-undang,
peraturan-peraturan serta literatur yang beris konsep-konsep teoritis yang
kemudian dihubungkan dengan permasal ahan yang dibahas dalam proposal ini.’

142 Pendekatan Masalah
Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah
pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan komporatif (comporatife
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).?
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian proposal ini ada 2, yang
meliputi :
1. Pendekatan undang-undang (statute approach).
Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum
yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan
undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelaari
adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan suatu
Undang-Undang Dasar atau antara regulas dan undang-undang. Hasil dari
telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang

dihadapi.” Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk

®Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), Him. 35.

"lbid, HIm. 29.

¥ bid, HIm. 95.

%Ibid, HIm. 95.
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memecahkan isu hukum yang timbul yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pel aksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan
Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg

. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelgjari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan
menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.'° terkait hal ini yang digunakan adalah
rumusan masalah tentang apa akibat hukum dari perkara gugatan perceraian
akibat suami meninggalkan istri tanpa alasan terhadap istri dari tergugat serta
apa yang menjadi  pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan
perceraian yang diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa alasan
dalam putusan nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum

Islam.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk

memecahkan permasalahan maupun isu hukum yang ada sekaligus memberikan

preskrips mengenai apa yang seharusnya. Sumber-sumber penelitian hukum

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sumber penelitian yang berupa bahan

hukum primer dan sumber penelitian yang berupa bahan hukum sekunder.

O pid, HIm. 95.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

151 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim.** Bahan hukum pimer yang digunakan
penulis untuk menyusun proposal ini, yaitu :
1) Landasan Syariah :

1. Al-Quran dan terjemahannya

2. Al-Hadist
2) Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3050)

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

6. Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg

15.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang diperoleh dari semua publikas tentang hukum

merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus,

Ypid, HIm. 141.
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artikel, makalah serta wawancara. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah,
serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.*?

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh
dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan
dengan permasal ahan yang sedang dikaji.

1.6 Analisa Bahan Hukum
Anadisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul
kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan
mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas
permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan
jawaban atas pokok permasalahan yang berkembang melalui beberapa tahap
antaralain :**
1. Mengidentifikas fakta hukum dan mengemilinir hal-ha tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai
relevas juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang digukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam
kesimpulan.

12| bid, HIm. 163.
33 |bid, HIm. 171.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut perkawinan ialah ikatan lahir dan
batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagal suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilas Hukum Islam selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu
merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaagan ghaliizhan untuk menaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah
dan rahmah.

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar
kehidupan di aam dunia berkembang biak, perkawinan bukan sgja terjadi di
kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan.*
Terkait karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan
salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia
dalam kehidupan masyarakat.’®> Pada masyarakat senderhana budaya
perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang mau
budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka. Budaya perkawinan dan
aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas
dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta
pergaulan masyarakatnya. la dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,
kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya
aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan sga dipengaruhi adat budaya

¥ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990),
Him. 1.
 Ibid, HIm. 1.

10
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masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi gjaran agama, hal mana berakibat
lain masyarakat lain aturan perkawinannya.'®

Perkawinan dan agama sangat erat sekali, agama dijadikan sebagai dasar
untuk membentuk rumah tangga. Muhammad Amin Suma mengartikan
perkawinan adalah melakukan suatu hal atau perjanjian untuk mengikatkan diri
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghal alkan hubungan suami istri
dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara
yang diridhai Allah.*” Menurut Wiryono Projodikoro, perkawinan adalah hidup
bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu.'® menurut H. Sulaiman Rasyid ta’rif perkawinan ialah akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewgjiban serta bertolong-
tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya
bukan muhrim, akad tersebut bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian
itu didasarkan atas landasan agama. Perkawinan dan agama sangat erat sekali,

agama dijadikan sebagai dasar untuk membentuk rumah tangga.'®

2.2  Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum melanjutkan hubungan dalam ikatan perkawinan, para pihak
harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat yang diwajibkan oleh hukum
agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan
sebuah perkawinan. Pengertian rukun merupakan suatu ketentuan sah atau
tidaknya suatu perbuatan yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan perbuatan
itu (diluar perbuatan) tetapi bukanlah merupakan hakekat dari perbuatan itu,
adapun rukun berwujud suatu kepastian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan
yang tidak boleh sebagianpun kurang dari ketentuan yang ada, diwaktu
mel aksanakan perbuatan itu (didalam perbuatan).?

' Ibid, HIm. 2.

7 Liliek Istiqomah, Diktat: Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam, (Jember: Fakultas
Hukum Universitas Jember, 2010), HIm. 10.

% Ibid.,

9 gudarsono, Op Cit, HIm. 36.

29| iliek Istigomah, Op Cit, HIm.15.
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Guna melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan menurut
Kompilas Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Pasal 14 yang harus dipenunhi
antaralain:

1. Calon suami, syarat-syaratnya : beragama Islam; orangnya tertentu; jelas-jelas
laki-laki; hala untuk kawin artinya ia bukan muhrim dari calon pengantin
perempuan atau bukan saudara sesusuan; tidak sedang beristri empat; tidak
sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

2. Calon idtri, syarat-syaratnya : beragama Islam; orangnya tertentu, jelas-jelas
perempuan; halal untuk kawin artinya ia bukan muhrim dari calon pengantin
laki-laki atau bukan saudara sesusuan; bukan istri orang lain; tidak dalam masa
iddah; tidak sedang mel aksanakan ibadah haji atau umrah.

3. Wali nikah, syarat-syaratnya : laki-laki; beragama Islam; agil dan baligh; tanpa
paksaan; tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Pada Pasal 20, Pasal 21, Pasad 22, dan Pasal 23 Kompilass Hukum Islam
(KHI), disebutkan beberapa jenis wali antaralain :

a. Wali Nasab, terdiri dari 4 (empat) kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya
susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok
kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan
seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara
laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat
paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan
laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek,
saudaralaki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali Hakim, baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau ghaib atau adlal. Terkait hal wali adlal maka wali hakim baru
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama
tentang wali tersebut.

4. Dua orang saksi, dengan syarat : laki-laki dan beragama Idlam; adil; aqil;
baligh; tidak terganggu ingatan (tidak maghfal); tidak tuna runggu atau tuli.
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Pada Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengatur tentang saksi nikah yaitu : saksi dalam perkawinan merupakan rukun
pel aksanaan akad nikah; setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi; saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah
dilangsungkan.

. ljab dan Kabul, dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Kompilass Hukum
Islam (KHI) mengatur tentang akad nikah, antaralain :

ljab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan
tidak berselang waktu.

. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

c. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempela pria secara pribadi

. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain
dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara
tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai
pria.

. Dalam ha calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempela pria
diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan.

Terkait dadam sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagal
berikut:**

kedua pihak harus telah mencapa umur yang ditetapkan dalam undang-
undang, yaitu untuk seorang lelaki 19 tahun dan untuk seorang perempuan 16
tahun;

. harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;

. untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari
dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;

. tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;

. untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau

walinya.

2! Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), Him. 23.
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Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterapkan, bahwa seorang tidak
diperbolekan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, seorang tidak
diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan
keponakannya dan sebagainya®® Sebelum perkawinan dilangsungkan, harus
dilakukan terlebih dahulu :*

a. Pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai
Pencatatan Sipil yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.

b. Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan
itu.

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau

menahan dilangsungkannya pernikahan yaitu :%*

a. Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang hendak kawin.

b. Kepada orang tua kedua belah pihak.

c. Kepadajaksa.

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencacatan Sipil agar ia dapat

melangsungkan pernikahan, ialah :%

a. Surat kelahiran masing-masing pihak.

b. Surat pernyataan dari Pegawal Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua,
izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan
dibuat itu.

c. Proses verba dari mana ternyata perantaraan hakim dalam hal perantraan ini
dibutuhkan.

d. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama.

e. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah
dilangsungkannya pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak.

f. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan

untuk kawin.

2 1bid, HIm. 24.
3 1bid, HIm. 25.
2 bid, HIm. 25.
% |bid, HIm. 26.
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2.2 Gugatan
2.2.1 Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak dalam perkara perdata yang mengandung
sengketa, sedangkan yang tidak mengandung segketa disebut dengan
permohonan, orang yang membentuk hubungan hukum memiliki kecenderungan
untuk tidak menghormati pihak lain dengan melanggar hak-haknya yang
semestinya dipenuhi. Disaat yang seperti inilah pihak yang merasa dirugikan
tersebut bisa mengajukan sebuah gugatan.®

Pada suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang merasa bahwa hak
mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang di rasa melanggar haknya atau hak
mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Guna
penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim,
disini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus
siapa diantara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar.?’

2.2.2 Macam-Macam Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat duajenis gugatan, diantaranya: %
1. Gugatan Voluntair adalah permasalahan perdata yang digukan dalam bentuk
permohonan. Sebagaimana sebutan voluntair dapat dilihat dalam penjelasan pasal
2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun
1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada
badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyel esaian masalah
yang bersangkutan dengan yuridiks voluntair” Ciri-ciri gugatan voluntair
diantaranya adalah :
a. Masalah yang digjukan bersifat kepentingan sepihak semata
b. Gugatan atau permohonan ini adalah tanpa sengketa.
c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
d. Parapihak disebut Pemohon dan Termohon.

% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Y ogyakarta: Liberty, 1985),
Him. 3.

%" Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1989), HIim. 7.

%M. YahyaHarahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), HIm. 28-137.
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2. Gugatan Contentius adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk

gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (diubah dengan

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain

menerima gugatan voluntair namun juga menyelesailkan gugatan contentious.

Ciri-ciri gugatan contentious diantaranya adalah :

a. Masalah yang digjukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara
seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.

b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.

c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisaikut diseret dalam gugatan ini.

d. Parapihak disebut penggugat dan tergugat.

Gugatan yang diagjukan ke pengadilan ditinjau dari sisi bentuknya yaitu :

1. Gugatan Tertulis, gugatan ini diatur di dadam Pasal 118 HIR dan Pasa 142
Rbg, dalam kedua pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus digjukan kepada
Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan
ini harus tertulis dan ditandatangani oleh penggugat atau para penggugat. Jika
perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani
surat gugat itu adalah kuasa hukumnya. Ketua Pengadilan berwenang
memberikan nasehat hukum menggukan gugatan kepada pengadilan yang
berwenang.?

2. Gugatan Lisan, pada dasarnya gugatan harus digjukan kepada pengadilan
secara tertulis, akan tetapi pada Pasal 20 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg
dikemukakan jika orang yang menguggat buta huruf, maka gugatan dapat
digjukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan selanjutnya Ketua Pengadilan
mencatat hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan
karena suatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut maka ia dapat
meminta seseorang pegabat pengadilan atau hakim untuk mencatat dan
memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Maelis Hakim

untuk memeriksanya.*

# Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana, 2005), HIm. 27-28.
% |bid, HIm. 36.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Setelah penggugat membuat gugatan dan diserahkan ke pengadilan maka
pengadilan berkewgiban memeriksa surat gugatan tersebut bisa diterima atau
tidak. Adapun alasan-alasan Pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu
gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Verklanard) adalah sebagai
berikut:**

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang dibuat oleh penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal

ini biasanya terjadi pada legal standing gugatan, atau gugatan tersebut tidak

ditanda tangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat

lampau dan sudah tersel esaikan (kadaluwarsa), atau masalah itu belum terjadi tapi

dipersengketakan (Premature).

2. Gugatan error in persona

Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak bisa

menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan error in

persona diantaranya adal ah:

a. Kesalahan penggugat dalam menuliskan identitas para pihak seperti nama
lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak.

b. Kesalahan penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya menyebut
para pihak dalam masalah waris.

3. Gugatan obscuur libel

Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (Obscuur Libel) berakibat tidak

diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidak jelasan suatu gugatan

dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (Rechtgrond)
dan keadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak
menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.

b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi,
tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek
sengketa

c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

31 M. Y ahya Harahap, Op Cit, HIm. 811.
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d. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum.

e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono

4. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif

penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai
dengan kompetensi absolute dan relativ. Hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR.

5. Gugatan nebisin idem

Gugatan yang digjukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya
itu sudah diputus. Maka gugatan tersebut tidak dapat digjukan kembali. Dan
pengadilan wagjib menolak atau menganggap gugatan tidak dapat diterima
Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelij Verklanard) maka
pengadilan berkewagjiban memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat
diterima atau pengadilan tidak berwenang untuk mengadili.

2.3 Perceraian
2.3.1 Pengertian Perceraian

Kata ceral dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai
suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan, perceraian merupakan pembubaran
suatu perkawinan ketika pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang
dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.* Kompilasi Hukum Islam (KHI)
maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan perceraian itu. KHI di
dalam Pasal 117 hanya menjelaskan definisi perceraian dari sudut pandang talak
yang diartikan sebagal lkrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi
sebab putusnya perkawinan merupakan salah satu unsur dari putusnya suatu
perkawinan selain karena kematian dan atau putusan pengadilan.

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus
juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak
yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya
dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan

% Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai+Pembagian Harta Gono Gini+Hak Asuh Anak, (
Y ogyakarta, Pustaka Yustisia: 2012), HIm. 12.
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perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.*

2.3.2 Macam-Macam Per ceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan
pengadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal
2 (dua) jenis gugatan perceraian, yaitu :>*

a. Cera Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin
menjatuhkan talak kepada istri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat
dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah
secara hukum suami mengaukan permohonan menjatuhkan ikrar talak
terhadap istri di hadapan Pengadilan Agama.

b. Ceral Gugat, yaitu gugatan perceraian yang digukan oleh istri terhadap suami
kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami
oleh istri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang
mendominasi jenis perceraian yang terjadi di Indonesia.

Kedua jenis perceraian tersebut walaupun terdapat perbedaan subyek dan
tata caranya tetap diwgjibkan untuk digjukan dan diselesaikan oleh Pengadilan
Agama, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 mengenai cara mengajukan gugatan perceraian menghendaki harus
ada campur tangan pengadilan, yang dalam hal ini Pengadilan Agama bagi
gugatan yang digjukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya
menurut agama Idam, karena bagi suami yang beragama Islam untuk

menceraikan istrinya tidak diperlukan gugatan seperti yang diuraikan diatas.®

¥ Subekti, Op Cit, HIm. 42.

% Adib Bahari, Op Cit, HIm. 17.

*R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), HIm. 115.
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2.3.3 Alasan Perceraian
Terdapat berbaga alasan yang dapat mendasari pasangan suami-istri untuk
bercerai. Tentu sga adasan-adlasan ini digukan sebaga dasar pada saat istri

mengajukan gugatan cerai atau suami mengagukan permohonan talak di

Pengadilan Agama. Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum

Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni sebagai

berikut ;%

a. Suami atau istri berbuat zina, pemabuk, pemandat, penjudi yang susah
disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpaizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekegjaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewgjibannya sebagal suami istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g. Salah satu pihak melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab kabul
pernikahan;

h. Salah satu pihak beraih agama atau murtad yang mengakibatkan
ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak bisa hidup rukun.

Lebih jelasnya alasan-alasan tersebut diatas dapat diterangkan sebagai
berikut :*’

ad.a. Zina, Pada ha ini zina yang dimaksud dalam Undang-Undang atau

peraturan pelaksanaannya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh

seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami

% Adib Bahari, Op Cit, HIm. 20.
¥ 1bid, Him. 21.
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atau istrinya. Jadi jelas di sini zina yang dimaksud adalah “overspel”
seperti yang terdapat dalam pasal 209 KUH Perdata.®®

Meninggalkan salah satu pihak tanpa alasan yang sah, pada saat keadaan
normal suami istri bertempat tinggal bersama dalam satu rumah.
Bilamana salah seorang dari suami istri itu meninggalkan rumah
kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan telah pindah ke rumah atau
kota lain, maka ia telah meninggalkan pihak yang lain dalam arti
Undang-Undang.*® Dalam hal ini salah seorang suami istri tanpa aasan
dan tidak adaizin dan kabar selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih setelah

perkawinan berlangsung, penghukuman dengan hukuman penjara 5
(lima) tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan
dilangsungkan. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan sebelum
dilangsungkannya perkawinan, dianggap telah diketahui oleh pihak yang
lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut
perceraian perkawinan. Apabila seorang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun
atau lebih berat, kemudian yang bersangkutan memperoleh grasi, maka
keputusan hakim pidana tetap berlaku sebaga alasan untuk menuntut
perceraian.*

Salah satu pihak mendapatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain, Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka
dan kerugian kesehatan yang membahayakan jiwanya dapat menjadi
dasar gugatan perceraian.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini tidak begitu
perlu mendapat penjelasan, karena telah diketahui, sgauh mana
pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan suami istri
tidak dapat melakukan kewagjiban-kewagjiban dalam hidup berumah
tangga, misalnya sakit gila, lepradan lain sebagainya.*!

¥ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op Cit, HIm. 129.
% |bid, HIm. 130.
49| bid, HIm. 132.
4L | bid, HIm. 133.
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Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada hargpan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,

Pada umumnya dalam kehidupan suami istri pertengkaran-pertengkaran

itu dapat terjadi karena berbagai faktor, antaralain:*

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan;

2. Persdlisihan yang menyangkut hubungan seksual;

3. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama;

4. Adanya perbedaan pendapat anatara suami istri di dalam mengasuh
dan mendidik anak-anaknya.

Suami melanggar taklik-talak, artinya suami melakukan apa yang telah

diikrarkan dalam taklik-talak tersebut. Rumusan ikrar taklik talak

ditentukan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 1990, dalam aturan tersebut ditentukan 4 (empat) ha yang

berakibat ikrar taklik talak terpenuhi yaitu :

1. Meninggakan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadaistrinya 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Menyakiti badan atau jasmani istri;

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam bulan).

Peralihan agama atau murtad, adalah sikap mengganti atau meninggalkan

suatu agama yang dilakukan oleh seseorang, sehingga ia menjadi ingkar

terhadap agama yang diyakini sebelumnya.*®

* Ibid, HIm. 134.
“3 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Murtad Diakses tanggal 13 November 2016 jam 13.30

WIB.
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2.4 Putusan
24.1 Pengertian Putusan

Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda disebut Vonnis, diartikan
putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa
kehadapannya. Sedangkan dari bahasa Inggris disebut Judgement, diartikan
keputusan resmi dan otentik pengadilan mengenai hak dan tuntutan yang digjukan
pihak-pihak.** Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat
yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.*
Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagal pejabat
negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang
untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu
perkara.®®

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-
pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-
baiknya, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara
mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka
hadapi.*” Putusan itu diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak
atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, dalam
mengadili suatu perkara berdasarkan fakta atau peristiwanya sehingga siapapun
dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang
objektif atau tidak.”® Berdasar keluarnya putusan, maka berakhirlah suatu
persengketaan, karena dalam persengketaan tersebut telah ditetapkan hukumnya,
Sigpa yang salah dan siapa yang benar. Kegiatan dan tindakan selanjutnya adalah
pelaksanaan putusan, sebagal redlisas tugas pengadilan yang terakhir adalah

menyel esaikan perkara.*®

“ V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil, (Jakarta:
Erlangga, 2015), HIm. 208.

“ Sudikno Mertokusumo, Op Cit, HIm. 174.

*1bid, HIm 175.

4" Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata Edisi Revisi, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2013), HIm. 125.

“ Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di
Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), HIm. 95.

“ Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata
Hukum di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2003), HIm. 172.
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2.4.2 Macam-Macam Putusan

Ada dua golongan putusan hakim yaitu :
1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara
dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan hakim ini ada yang bersifat
menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif), dan ada
yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir) antaralain :>°

a. Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang
dikalahkan untuk memenuhi prestasi, di dalam putusan condemnatoir diakui
hak penguggat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya
terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau
undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak
berbuat. Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk
membayar sgfumlah uang.

b. Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu
keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinann, pengangkatan wali,
pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (Pasal 1266-
1267 KUH Perdata) dan sebagainya. Putusan constitutif ini pada umumnya
tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak
menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau
pelaksanaanya tidak tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang
dikalahkan.

c. Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau
menyatakan apa yang sah, yakni dikatakan sebagai hukum tertentu yang
dituntut oleh penggugat ada atau tidak ada tanpa mengakui adanya hak atas
suatu prestasi.

2. Putusan Sela

Putusan sela diatur di dalam ketentuan Pasal 185 HIR atau Pasal 196 Rbg,
adalah keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus
diucapkan dalam persidangan juga tidak dibuat secara terpisah, tetapi hanya

% Retnowulan Sutantio dan |skandar Oeripkartawinata, Op Cit, Him. 109.
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ditulis dalam berita acara persidangan. Mengena putusan sela ada bermacam-

macam antaralain :**

a. Putusan Preparatoir adalah putusan sebagai persigpan putusan akhir, tanpa
mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putuan akhir. Contohnya
adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau menolak
diundurkannya pemeriksaan saksi.

b. Putusan Insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu
peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya, putusan yang
membolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.

c. Putusan Provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan
tuntutan dalam pokok perkara, sementara itu diadakan tindakan-tindakan
pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

d. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah
hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sedang penggugat hadir dan
mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir, putusan verstek dapat
dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan
gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat belum hadir
dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek
dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat antaralain :

1. Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam sidang;

2. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mewakilkan
orang lain untuk hadir;

3. Tergugat tidak mengaukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan

penggugat hadir dalam sidang untuk memohon keputusan.

*! Hari Sasangka dan Ahmad Rifa’i, Perbandingan HIR dengan RBG, (Bandung: CV.
Mandar Maju, 2005), HIm. 144.
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BAB 4

PENUTUP

Kesimpulan
Berikut ini beberapa kesimpulan dalam skripsi ini :
1. Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor

244/Pdt.G/2015/PA.Ppg terhadap istri dari Tergugat adalah setelah
putusan perceraian ini diputus oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap,
Penggugat sebaga istri dari Tergugat dapat menikah kembali dengan
orang yang menurut Undang-Undang Perkawinan halal menikahinya tanpa
adanya kewgjiban menunggu masa iddah, karena dalam perkawinan
sebelumnya diantara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan
hubungan badan selayaknya suami istri.

. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian yang

diakibatkan oleh suami yang meninggalkan istri tanpa aasan dalam

putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg sudah sesuai dengan Hukum

Islam. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada:

a. Ddll-dail yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan
perceraian putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA .Ppg berlandaskan pada
kepergian suami yang meninggalkan istri tanpa alasan selama kurang
lebih tiga tahun lamanya dimana hal ini sesuai dengan pertimbangan
Maelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilas
Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpaizin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

b. Alat bukti yang digjukan oleh Penggugat yakni berupa alat bukti surat
dan saks telah sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, menurut
Sayid Sabieq dalam Fighus Sunnah alat bukti diantaranya adalah
Syahadah (persaksian) dan surat-surat resmi yang mempunyal
kekuatan tetap.

62
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c. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain
diluar kemampuannya juga merupakan aasan hukum perceraian
menurut Hukum Islam sesuai dengan pendapat ulama Imam Malik dan
Imam Ahmad.

b. Saran

1. Bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, sudah seharusnya
tiddk menyerah dalam memperjuangkan apa yang telah sah menjadi
haknya, demi menjaga keberlangsungan hidup dengan layak dan baik.
Hak-hak terhadap wanita setelah perceraian telah ada dan dijamin bak
dalam Al-Qur’an maupun peraturan perundang-undangan, sehingga telah
memiliki legalitas untuk diperjuangkan.

2. Adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
untuk melengkapi dan menyempurnakan tentang bab perlindungan
terhadap wanita setelah terjadinya perceraian, dimana seharusnya terdapat
pasa yang membahas tentang perlindungan wanita yang diatur dalam
ketentuan Kompilass Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang
Perkawinan, sebab jika melihat fakta yang terjadi dilapangan tentang
seringnya pihak mantan suami melalaikan kewajiban untuk menafkahi
mantan istri, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia bagi
wanita setelah perceraian masih sebatas pada bentuk dari hak yang didapat
namun belum mempunyai unsur ketegasan dalam artian belum adanya
sanks tegas yang diterima oleh mantan suami yang telah melaakan

kewajibannya.
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PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg
AL -
bl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Rokan
Hulu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA,
tempat kediaman dahulu di Kabupaten Rokan Hulu, saat ini
tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah
Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei

2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor:

244/Pdt.G/2015/PA.Ppg tanggal 28 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2012, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertera dari
Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/25/1V/2012 tanggal 09 Februari 2015 dan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg
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karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta
Nikah no 116/25/1V/2015, tertanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh
KUA , Kabupaten Rokan Hulu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi
sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla dukhul);

4. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tahun) tahun dan
tidak pernah dinafkahi lahir dan batin;

5. Bahwa lebih kurang sejak tanggal 05 April 2012 berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat
dan tanpa alasan yang sah. sejak itu Tergugat tidak pulang dan tidak
mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan
surat keterangan ghaib yang dikeluakan oleh Kepala Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : KET/RU/271,

6. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di dalam maupun
diluar wilayah Indonesia;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama
maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) dengan
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya menurut hukum;
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Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan
memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat dan
rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap
dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/25/1V/2012, tanggal 09
Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten
Rokan Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

B. Saksi :
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. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani,
tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat bernama
Penggugat Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat. Saksi adalah
Paman Penggugat;

bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang menikah pada tanggal 05 April 2012;

bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul
bersama, karena setelah akad nikah itu, Tergugat langsung pergi.
Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup sebagaimana layaknya
suami istri;

bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka
sama suka, akan tetapi setelah menikah Tergugat pergi tanpa sebab;
bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 April
2012 dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di
wilayah Indonesia;

bahwa saksi melihat sendiri Tergugat tidak ada di kediaman bersama
sejak hari pernikahan;

bahwa setahu saksi Penggugat pernah dicari ke tempat keluarga
Tergugat dan di tanya ke teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

. Saksi Il, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hulu, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat Penggugat
dan Tergugat bernama Tergugat. Saksi adalah Paman Penggugat;
bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami
istri yang menikah pada tanggal 05 April 2012;

bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tidak kumpul
bersama, karena setelah akad nikah itu, Tergugat langsung pergi.
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Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup sebagaimana layaknya
suami istri;

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka
sama suka, akan tetapi setelah menikah Tergugat pergi tanpa sebab;

- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 April
2012 dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di
wilayah Indonesia;

- bahwa saksi mengetahui sendiri Tergugat tidak ada di kediaman
bersama sejak hari pernikahan karena sejak hari pernikahan sampai
sekarang Penggugat hidup bersama saksi;

- bahwa setahu saksi Penggugat pernah dicari ke tempat keluarga
Tergugat dan di tanya ke teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat

membenarkannya dan sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan
akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta

memohon putusan yang seadil-adilnya,;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini
menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana terurai di atas ;
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan,
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 5 April 2012,
sudah lebih tiga tahun lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu
diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan
demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status
pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar
adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah)
yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan
Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara

ini (persona standi in justicio), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
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formal dan materiil, serta mermpunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil
yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil
yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah menikah sejak tanggal 5
April 2012 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya. Penggugat sudah berusaha
mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi
Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
tanggal 5 April 2012, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami
isteri (Qabla Dukhul) dan belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan
secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama
sebagaimana layaknya suami isteri sejak setelah menikah pada tanggal 5
April 2015, sudah lebih tiga tahun lamanya sampai sekarang. Tergugat pergi
dan tidak diketahui dimana keberadaanya;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat
telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu tanpa alasan,
patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya
memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat
kembali , namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat
menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan
demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan

Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (marriage breakdown);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan
seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga
tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan
bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari Penggugat dan Tergugat dari
bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara mereka dengan
jalan perceraian lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang belum
jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka,

halmana sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi :
ladll Cila e adie auliall o
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Artinya : “Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti
dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan
dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum melakukan
hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul), maka berdasarkan pasal 119
ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan
dengan dengan menjatuhkan talak satu ba’'in shughra Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang — Undang Nomor
50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pasir
Pengaraian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada
Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang—undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten
Rokan Hulu, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan
dengan tanggal 08 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Fithriati. AZ, S.Ag,
sebagai Ketua Majelis, Tergugat Firdaus, S.H.l.,, dan Zulfikri S.H.I, M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari, SM.HK,

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota Ketua Majelis
dto dto
Tergugat Firdaus, S.H.I. Fithriati. AZ, S.Ag.
Hakim Anggota
dto

Zulfikri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

dto
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Perincian biaya :

Sari, SM.HK

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 240.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Pasir Pengaraian, 2015

Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

AZWIR, S.H.
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